Menimbang

Mengingat

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAMUJU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah [B@E beberapa kali, diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7086);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 202[6.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mamuju.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal ususl dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah
Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
oleh BPD dangan Berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan diatasnya.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penylenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun
Rekening pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk melalui
Rekening Kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
Rekening Kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun
anggaran yang tidak akan diterma kembali oleh Desa.
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau
sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
di singkat PPKD adalah Perangkat Desa yang
melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan



23.

24.
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34.

Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang
bekedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya di sebut Kaur, adalah
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai untsur staf
Sekretriat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana
Teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut
Kaur Keuangan, adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas kebendaharaan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau
sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut
pengadaan barang/jasa, adaah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa olah Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan wusaha atau
perorangan yang menyediakan barang/jasa.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
dimana  pekerjaannya  direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP, adalah Dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Laporan Kepala Desa adalah proses pelaporan
pelaksanaan kegiatan Pengelolaan APB Desa dan
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36.
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39.

40.

(1)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
selama 1 (satu) tahun oleh kepala Desa kepada Bupati
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data
dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa
pada Buku Administrasi Keuangan.

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan
data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi
Pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen
perencanaan Desa untuk 1 (Satu) periode pemerintahan
kepala Desa, yaitu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah
masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk periode 1 (Satu) tahun.
Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan
dan pelaksanaan APB Desa.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2
Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 202.6
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa;
prinsip penyusunan APB Desa;
kebijakan penyusunan APB Desa;
teknis penyusunan APB Desa; dan
hal khusus lainnya.
Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

o oo o

Pasal 3

‘Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 dilakukan
dengan berdasarkan pada rencana kerja pemerintah Desa
yang memuat:

a. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan;

c. pembinaan kemasyarakatan; dan



d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...

Commented [LL1]: Ditambahkan schingga lebih mempercelas
atau lebih mempunyai kekuatan hukum meskipun nantinya akan
dijelaskan dalam lampiran Perbup ini.




